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Dukung Program Nasional, SDK-
JSM Fokus pada Akuntabilitas
dan Peningkatan Layanan
Publik.

MAMUJU, Terbitsulbar.com — Suhardi Duka dan Jenderal Salim
Mengga (SDK-JSM) menyampaikan visi dan misi mereka dalam debat
kedua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat
tahun 2024. Dalam debat yang berlangsung di Hotel Maleo Mamuju
pada Rabu, 13 November 2024, SDK-JSM berkomitmen untuk
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik,
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memperbaiki pengelolaan keuangan dan fiskal daerah, serta
mewujudkan APBD yang efektif, efisien, dan berpihak pada
rakyat dengan belanja yang tepat sasaran.

“Kami akan memimpin pemerintahan dengan mengedepankan
akuntabilitas partisipatif, terbuka terhadap kritik, serta
bebas dari korupsi dan kolusi. Kami juga memastikan kepastian
hukum bagi setiap warga negara dan pelaku usaha di Sulbar,”
ujar SDK dalam pemaparan visinya.

SDK, yang juga anggota DPR RI periode 2019-2024, menambahkan
bahwa SDK-JSM akan memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan
pemerintah pusat jika terpilih, untuk memastikan Sulawesi
Barat memperoleh alokasi proyek-proyek nasional vyang
strategis.

“Kami mendukung penuh program Presiden Prabowo-Gibran,
terutama dalam penyediaan makanan gratis untuk anak sekolah
dan ibu hamil,” kata SDK.

SDK-JSM juga berjanji akan melakukan langkah-langkah untuk
meningkatkan kualitas dan inovasi layanan publik, termasuk
peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) dan para
guru, dengan menerapkan sistem berbasis meritokrasi, yakni
“the best man, the best place.”

“Kami juga akan menaikkan kesejahteraan pegawail, termasuk
tunjangan kinerja kepala desa dan perangkatnya, serta
memberlakukan kontrak lima tahunan bagi pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja (PPPK),” pungkas SDK. (*/Rls)



